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KO T/ PAGARALAN

bahwa Kola Prgar Al merapakan Daeran Pameraran v 30y
baru terbentik berdasarkan Undang-Undang Nomior & a0
2001 yang berlujuan vtk mewujadkan tate kefndunan daeran
yanj benman, cardas, sehat, dan sejahtera,

rahwa dengan borlakoiya Hovdan
2009 tentang Pajak Daerah dan e
implementasi pelaksanaannya pen
Corotures Dasrah:

bahwa Retribusi Daerah  merupakan o
pendapatan ¢~ yang nenting Juna e R Simn s
nemerntahan dasran

B e oy ey
av A e Ten

bahwa kebjakan Rotibuz Dacraly diakean
prinsip demokrasi, pemerataan dar keadilan  varan
masyarakat, dan akuntahilitas dengan dengan menpaerhatina:
botensi dacrah;

hahwa periimbangan = :hagaunana cimaksad doen nurut o2,
huruf b, wmf ¢ dan huryd d, perlu membentur Pesaturan
Daerah tentang Retribusi pemakaian kakayaan Daerah

Undang—-undang Nomor @ tahun 2007 fentans
Kota Pagar Alam (! Pmlmran Negara RI Tahun 2007
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undang-undcang Moo 22 abus 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Neaara Fioahun 2004 Nomor 125,
Tantahan Lembaian easra 24 ;\wi’;ra)i‘ 14537) sebayaimana
telah diubah beberapa kol terakhir dengan Undang-undang
Nomor 12 Tabun 2000 /i_w‘nl‘):*ra:w N q ara RY Tahun 2008

Nomor £ Taml rhun Lembaran Negara Nomor 4844

N

Undang-Undanrg Nomar 50 Tahun 2004 Tentang Perimbangen
KﬁUangal? Antara Poemenntah Pucat den |r‘j‘:.‘1'l'?€(':"|'7€ah Caerah
(Lembaran Neaars Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan

Lembaran Negara Nonior 4«
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Urdang-Undang Nomor 20 Tabun 2000 entans Dok Dageat
dan Retribust Dacrah oty NISTOF Pobinr 2009 Normes
130, Tambabhan Lovabvoras Mo oy sy
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Dacroh acaah ot bracy Sonn

Pemnerintah Dacrab adalaly Ponver oint )<Ko b aaar Al
Kepaiz Dae ah adalah Viablaota Pagar Ao

Pejabat adalan Pegwai yang dibor tuans oitenty di biv"iang
retribusi daerah sec aardenaan peraturan perundang-undang

4 1,

F%ad"'n adalahb "L-:k!lmp!;i:rr" orang  dan At mOdEhJ VARG
erupakan kesatt . haik vang mmmm!\ 0 ';s.;ﬂm yang meliput
perseroan tﬁ.rbm\. 5, Deraroan perseroan lainnya,
badan asaba gyl Megora (F TEooada usaha rnlic
Dacrah (BUMD) dengarn 1an el apapun, firme
konrngsl, Kkoperasi  dnan oension. jms':?,o?rz:ta:"m_ perkumpuian,
vayasan, organiseol innan EARNIL: ceral o pohtik alau
oragnisasi lainnya lembaga dan hentuk hmm‘ lainnva termasuik
Kontrak investas: Folektil dan bentur usaha jetan.
Retribusi Daerah, yang wclanjuinya disebul Fetribusi Daerah
adalah pemungutar dacrah sebaam pombayaran atas jasa atau
pemberan iz terentu yang  vhusus disediakan dan/atau
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G.ourat  keputusan  keboratan  adaiab s eputusan
~keberatan terhadan SKRI stan dokumeen o

7. Femeriksaan adalah kel *! iy untuk o mencan. en

diderikan oleh vemernian Dacrah uptuk Kepenlingan  orang
pribach atau hadan;

Jasa Usaia adalah j2s2 vong disediakan oleh Pemeritah Daerah
dengsn  menganut  prinsip-prnsip komersial karena pacia
dasarnya dapat i ila disedinkan oleh sekinr swiasta:

Retribusi pemakaian kekayaan daerah vang selanjutnya dapat
disebut retribusi adalah atas pembavaran semua petayanan
pemakaian kekayaan daerah.

Wajib retribusi adalah orarg pribadi ataw badan yang menurut
peraluran  perurdang-undangan  retribusi diwajibkan  untuk
melakukan pembzyaran retribusi:

.Masa retrinusi  adalah  suatu jangka  wakiu  tertentu vana
Jang yang

merur akan barar waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan
kekayaan dacrah;

.Sural pendaftarar. objek retribusi dacrah, yang selanjutnya dapat
P

disingkat SPORD adalah surat yang digunakan oleh wajib

riteribusi  untuk  melaporkan  objex retribu%i sebagai  dasar

penghitungan dan pembavyaran retribusi yvang terhutang menurut

peraturan perundang-undangan retribus: dasran:

Surat . cetetanan re.ribisi daerah VANG r:p_!;qmu‘m\/;w d_;_ nat o \mﬂk’}
K\D ddlah surat keputusan yang menentukan -‘:'\amy(-x jmish

retribusi yanq tPth!tdﬂq

Surat ketelapan rtribusi dnorab urang bayar tambahan, Yangy
selanju‘nva dapat (11‘ ngkat SKROKBT, adalah surat keputusan
yang menentukan tambahan - atas amiah retribusi yang

ditetapkan:

- Surat ketetapan retribus: dacrah lebih bayar, selanjutnya dapat

disingkat SKRDLE, adalah surat keoutusan vang menentukan
jumlah  kelebihan pembayaran retribusi karena jumiah  kredit
retribusi lebih besar daripada ratribusi yang terhutang atau tidak
seharusnya terhutang;

SSurat tagihan retr busi dacrabk, yang selanjuinya dapat disingkat

STRD, adaiah surat unituk melakukan tagihan ratnibye i dan atay
sangst administrasi berupa bunags dan ac de

Vvang dipersamabosn

SKRDTKBT yar g diajukan olen weab retribasi

mengelola  data atau terangan ennye
pengawasan pczmerm}";;—wr‘l kewanban retizus) daoran b
peraturan perundanc-undangan retribusi dacrak

Penvidik tirdak pidans dibidang  retrbusi dacrah adalah

seranckaian tindakan vang  dilakikan  oleh perabat penyidik
pegawe’ negari sipil ( PIONS - yvang '»‘o"uw't|'w:‘-'1 disebut penyidik,
untuk mencarn serta me nuumw tkan bukls dan dengar, hukti ity

. membuat tPrpl i"na tmdak pu(i'> na (hhid»ng rf*t'mqu daerah yang
tpriadi sarfa menemuke

AnegATANNYA



B‘AXB ll
NAMA, OBJEK, Dar SUBJEK RETRIBUS]

Pasal 2

Dengan namna retribust pemakian kekayvaan cosrah dipungut retribusi
sebagai pembayaran atas pemiakaian kekayaan dacrah

Pasai 3
1) Obyek retribusi  adalah  pelayanan  pemberian hak ernakaian
J

kekayaan daerah untiik jangka waktu terteriy, yang meadiputi
a. Femakaian tanah uniuk lahan kesong. sawan kebun KOpI

b. Pemakaian bangunan;

C. Pemakaian ruangan;

d. Pemakaian kendaraan / alat-alat berai milix daerah:
e. Pemakaian mobil Tinja

f. Pemakaian kolam pemancingan

G. Pemakaian tanjidor;

h. Pemakaian sound systent:

I.  Pemakaian homestay:

J. Pemakaian Ruma.: Dinas:

k. Pemakaian Alat-Alal Pertanian

. Pemakaian Alat-alat Berat:

m. Pemakaian Alat-al i laboratorium Aspal,
n. Pemakaian Alat-alat Laboratorium Mekian
0. Femakaian Alat-z 1t Laboratorium Beton:

(2) Tidak termasuk oby-k retribusi peniakian kekavaan daerah a' alah
penggunaan tanah yang tidak menqgubah fungis dari tanah torsebot
pemakian kekayaan faerah untuk pelayaran umum. antara lain me'
pemeriksaar daging 1 nport dan pangujian hasi mug

'l’—lgg l 4
Subjek Retribusi adalah orang pribadi atan Dadan yang mendqgunakan
Kekayaan dacrah milit Pm*m, il Doinecihy

BAB i
GOLONGAN RETRIBUSIH CARA MENGUKIUR TINGKAT
PENGGUNAAN JAbA PRINSIP dan SASARAN
PENEFTAPAN TARIF RETRIBUSI

Goomnu Retribus) Kekavasn oo Digotongkan sebaaeni Retribus:
J1sa Usaha

a mengukur tingkat penagunaan jasa
M\ as, tempat, fuas pangunan, don frab;

Hukur berdrzarkan atas

(h\
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Pasal 7

Prins > dan sacaran dalin prenetansn Al Retribusi Jasa Usans

<
didase rkan pada wjuan o Temperoien keuntungan yang lavak.

Ana s chmsksud gads ayat r;
apabia asa pelayvanan ;asn

Rela
=hsien dan berorientasi nada

Keuntunqan yang laysk
adelah keuntungan VO,
usaha tersebu. Addakuka
harga pasar.

BAE vV
STRUKTUR, BESARNYA TARIF RETRIBUSI dan WILAY AH

-

PETAUNGUTAN

Pasal 8

Struktur dan Besarnya Tarif Retribue -

1
(.

A

o)

Struxtur  dan Besarnya  Tarf digoiongkan  berdasarkan jenis:
krkavaan daerah yang cigunakan dan jangka waklu pemakaian;
Besarpya tarif ditetapkan berdasarkan tanf pasar vang heriaky
diwilayah dacrah den atau cekitarnya;

Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan / diperoiel:, maka

ant ditelapkan sebagal jumiah pembavaran peraiian un

pelayanan / jasa. yang mangpakan ianlah unsir-une s taril yang
medipoti

a. Unsur biaya persatuan penvediaan jasa:

b Unsur keuntungan yang dikehendaki persatizan jasa;

Biaya schagaimana dimaks e pada ayat (35 huruf a meliput

A Biaya operasional langsung. vang melipit belanja pegawai
termasuk pegawai tidak tetap belania barang, belania
pemeliharaan, sewa tanah dan bangonnn, binya listrile dan
semua biaya rutin periodik lainnya yang erkaitan langsung
penyediaan langsung jasa:

b Biaya tidak langsung, yang melipul Maya administrash uniem
dan biaya lainnya yang mendukiung penyediaan iasa;

c. Biaya modal, yang berkaitan dengan tersadianya aktiva tetar
dan aktiva lainnya yarng beijangka menengah dar; panjang, yang
meliputi angstiran dan bunaa pinjaman, nilai sewa tanah dan
bangunan, dan penyusutan aset:

G. Biaya-biaya lainnya yana berhubungan dengan penvediaan jasa
seperli bunga atas pinjaman jangka pendek:

Keuntungan sebagaimana  cimaksid pada ayat (L) nuryt b

ditetavkan dalam persentasi tertont dar tolal biaya s -bagaimana

dimakeud pada ayat (4) dan dan modal

Struktur dan besarnya tarif SEDAGAIMAN: pada pasal intditetapkan

sebagai berikut -

A. Pemakaian tanah untuk lahan kKosong, sawah, kebon kop!

1) Peinakaian lahan kosong untuk pertaman RKp 2.000.000, -,

- /hektar/tahun

2} Pemakaian sav ah Rp. 8.000.000 ~/hektar/tahun

3) Pemakaiar kebun kopi Rp. 2.500.000 -fhektar/tabun «-

4) Pemakaan tanah untuk pemasangan rekiame / ikian © Rp.
10.000.,-/M2/tatkun

&) Pemakaian tan 4 unink usaha prraacangan dijuar koinplek
pasar : Rp. 12 D00 -/M2/ ab i

oy
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a.
.

- Dinas /instansi / %’Jn/‘N BUMD
a) Maiam (Pukul 18 00 s/d 24 00)
b) Siarig “Cuiuk 05 09 5,d 13 .OO) Ff‘.,_:
2) Pemakaian Sedung doang
-Umum )
a) Malam (pukul 18 00 s/ 24.00) Ro. 300.000 w»
D) Siﬂwq \\DL"VHI 06.00 s/d 1700 Rp. 400.000 &
- Dinas 7 Instansi 7 BUMN /7 BUMD
a) Malam ‘Pukul 18.00 s/d 24 .00) Rp. &
b) Siang (Pukul 06.00 s/d 17 0C) Rp. 6
3) Pemakaian 3edung 5D Model -
- Umum
a) Malam (pukul 18 (.0 a/d 24 00) R 400,000, -
h) Siang (Pukul 06 06 sid 17 00) Rp. 500,000 -
- Dinas / Instansi / BUMMN / BUMJ
Ay Malam (Pukid 12 06 = /\, 24 ﬂ()‘- Rp. 700000 -
b) L. Siang (Puluk 06 00 s/d 17 00) Rp 20600 )0, -
4) Femakaian.Gedunq [Fks RSUU Rp 2.000.000,-tahun
FPemakaian kenc araans aint-afat berat milik daerah
1) Pemakaian Kendaraan Roda F~'ﬂ patm Rp. 150.000 -/bulan
2) Pemakaian Kendaraan Roria Dua - Rp. 5000 -/bulan
3) Pemaaian Bus AC

I

00.000 .-
0.000.-

o)

Dalam Kota CRpst000.000 -Mar
- Luar K~ R 5000 000 e

4) Pemakaian Bus Non AC
- Dalam Kota R
- Luar Kot TR
5) remakaian Mobil Tina

p. 750 000 < har
pod 500 000 Shar

- Subtitank =standar Ro. 550.000 - v

- Subtitank Besar S Rp.450.000 -
Pcemakaian kolam ikan
- Pemancingan Hp 15000000 -Aiabon
Pemakaian tanjidor
- Dalam Kota Rp.5.000.000 -/har
- LuarKota CRp 8002000 har
Pemrakaian soun. systom

Jalam Kota CHe 0000 GO0 -
- Luai Kota : Rp 12 R0C.000 -
Peinakaian homestay CRp AC000 000 -/ tahun
Kantin CRp 5200000 - Tahun

Food Court (nojo's jain)
Pemakaian Rumah Dinas

Rp £.000 000/ Perahyn

- Rumah dinas gol | R 50060 - /balan
Rumah ginas gol il |"~?:>. i :;,uOu_-x’t-mm.:n
Pemakaian Alat-Alat Pertapris
Handtrakior NoTRD.L00 iRl

- Celt Box ponding P O00.00% e

N g A OO vl P A

> 71 e TR L
4
i R
8) Pemakisian  tansh gt gooho perdasangan didoiam
Kompiek pasar Ry 10 000 2
b. Pemzkaian oangl_man
1) Pemakaian gedung halai Kota
1 - Umum
; ay Maian ‘pukal 1500 w04 La 00 Rp 4006.000 -
b) Siang (Pukul 05.00 s'd 17 00) Rp. 500,000 -
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- EXCAVATOR TR, 2
atant Rp. 1.38 8UC Ihart atau Rp. 3
RA

- EXCAVATOR TR

;R 187 400 - Jam
7086, OOO,—/BOhari
CH adilengkapi Dozer Biade ( Komatsu

PC) R 112666 7 dam atag R 988,(?77. ~‘har
atau D\p , ADD 25 00hen
- Tyre Ro'e { Sakai VIR S00 1) Rp. 254 964 .Ja."n ata:

4
Rp. 1.784. /49 ~Mar  atau Rp 53.5 2.500.-/30harn
- Vibration Rolier ( IR SD 102 DY Ry 151 024 -~ 7 aam atau
Rp. 1.057 168 ~/harn  ata. L\f?. 1.715100 -/Z0hari
- B dozar (Hitachi Rn 2328 471 Jam atau
2.369 301 Jhari at::; i Rp. 7‘; 079200, /3Ch:.
- \'\/heel Loader ( Case 6271 3)Rp 206656 / Jam
Kp. 1467568, Mari ataog Rp 44 028 000, /30110
- Motor Grader ¢ Komatsie GD 150 ) Rp. 252 2499 [ Jam alau
Rp. 1.766.083, /hail  atac Rp 62.993.000  /30harni
- Platbed Truzx Tronton (Ming + Jack  Komatsu ) Rp.

o
=
AV

170. S‘V - [ Jdam atau Rp. 1.193.635 -/hari atau
R1.35.817.000,-/30N0ari

- Truck (,mne Flatbed Ry 31245/ Jam atzu
Rp. 428 7106 ~—/h:xri atay Rn 128061600 /3045

Alat — Alat Laboratoriun Asnal

- Aspal

1y DestilasiRp 25 600.00 Per sample

by Penetrasi dengan Jarum Rp. 17 ‘BOO 00 Poar sampel
o) Ketahanan terhadap leioh Rp 21 300.00 Par sampe!
dy itk Lembe< Rp 11.700.00 Per .>8l.“:DG:f

<) Titk Nyala Rp.'lZ?S0.00 Per sampel

1) Daktilitas Rp.13,200.00 Per sample

) Loss on Heating (LOH) Rp.10,800.00 Per sample
h) Penetrasi L.OH Rp.17,500.00 Per sample

1) Titik Lembes LOH Rp.10,600.00 Per sampe]

1 Oakliitas LOH Rp 21 250 00 Par sampel

L. Beratdenis Rp.10,800.00 Per campel

) Kelekatan Mp 14,350 00 Per sample

i) Ekstraksi (12knis) Rp.33,250.00 Per sampel

- fgregat Kasar ntuk Campuran Beton Aspal dan Semen

a) Analisa Satingan Rn.21,150.00 Per sampel

b) Berat Jenis dan Penyerapan Rp 21,150 00 Per sampel

¢) Beratisi Rp.10,250 00 Per sampel

) Kelekatan Agregat Rp 15,850 00 Por samiped

c) - Abrasi Rp 21 250.00 Per samnie

H Impact 1 o"‘ R 13.200.00 Per sample

¢} Kepipihan Rp.21.250 00 Per sample

h) lLolos Saringan Mo 200 Rp.21,250.00 Per sample

1 Soundness Agregat Kasar Rp.69,100.00 Per sample

1 Kepadatan Mutlak Rp26,600 00 Per sampel
) Angularity Ko. 31,900 00 Per sample

- Aaragat Hains vntok (,;1mpu!‘zm Belon Aspal dan Semen
a) Anahsa Snangan Rp 19,850.00 Per sampel

Berat Jenis fan Penyerapan Rp.23,400.00 Per sampel

i

Sand Fauivalent Rp 13,900 00 Per « mu e
sourdncss Agregat FHalus Rp 56 200 00 Per sample

C

)
)
¢y Berat isi Rp.9.350.00 P-r Oamoel
)
)

[
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0. Al

Retribusi yang terh utang dipungut devilayalh daerah

[ Organit 'mpuritic: IP.E.500 00 ey sample
- Agre¢at untuk b,_ch dan Sub Base

ay Perencaraan Rp. )N 400 00 Per sampie

n) Komposisi

¢} Analisa Saringan [p 19,650 00 Per sampel

dY Berat Jents dan Penyerapan Ry 2! )

S BeatIsi Re.9.550.00 Per s Ve

I+ Kelekatas Agregat Rp 14.350 00 Per

g2) AbrasiRp 21 ,’”” 00 FPer sampe)
Y Impact Te .t Ry 1300500 Per sampel

N Alterberg Limit Rp 126800 .00 Per sampe!

1 Pemadatan Modificd Rp 52 100 00 Per sampel

l\') CUR Woditied Rp 68000 00 Por samole -

anah untuk Sub Grade

@ Berat Jen s Rp 10, T 000 Pe
Atterberg Limit Ry 126500 0

Berat [v1 Rp 6,800 00 ey ooy N

/inalisa Saringnan R 102 n)v\'_b( e samge!

Pernadatas th(lm Rp.SE 160 00 Per sarmpe

N CER Standar Rp 58,400.00 I» e sampe!

<) Unconfined Compression S Stronath Rp 75 =00 00 Farsampla
d sk

S Sampd
] f"m SO

7

[

¢

~

Lendutan denqar Fepveiman Boam (030 Rpi06E2.00 fPer
sampie
CBR dcqan Dvinny 2 Venetioniete (DCP Rp 42,500 00

Per sample-
CBR v site (farpa Galine S0 60 00 { Csampel
Pengamiiar Samiperint (Core D mil NP 63 750 00 Per sampel
Kepadaian dengan Sand Cone R AT 3()0 (0 Fer sampe!
Konsoiidas Manal Bp A2 500 00 Per samnle

Sondir Rigan Kapasitas 2 5 Ton | R 1 5300000
Pengambiian Contab Toran dang
sampei

Pemboran T ngan Rp 24 000

FPer samnel
10t Tabung Rp 40 400.00 Par

Hammer T=st @n 250 00 Par ik
Core Dnll Rp. 212 <00 00 f‘(‘,:,' TSI RIER
at Alat Laboratorium Beton

Perencanaan Cangr o, gy 0 Sl RS U 1 170 g0 0n
[*er sampod

Kuat Tekan Wb, B 100 o0 oy SO

kenat Telsan Silineding Bl 50 A00 )

Kuatlentin Rp 10 a00 00 1,
Kuat Tarnk Rp 10400 30 e
Fengukuran 2etimat Boton 20

il
NI .
A ZENUE

Pengukuran Diarmaior Ty ngarn .‘31’;10'* i"(,'v f‘»i ‘HO 00 Per titik
FPengukurar Jarat 1 iansan Beton Rp 01,900 00 Per titik

WILAY AH PEMUNGUTAN

))’\I‘ Al

P~

«=mpat pelayanan

nemakaian kekavaan daerai dborikan




BAB. V
TATA CARA PEMUNGUTAN dan PEMBAYARAN

Pasal 10

(1) Pemungutan retribusi tidak dapat diberongkan:
2) Pembayaran relribusi yang terhutang harus dibavar sekaligus:
y yang g @) G
(3) Retribusi dipungut denaan mengaunakan SKRD atau dokumen iain
+ o 9 R
yang dipersamakan:

Pasal i1
(1) Pembayaran retribusi yang terhutang harus dilunasi:

\2) Retribusi yang terhutang  dilunasi selambat-lambatnya 15 (Lima
Belas) hari sejak aiterbitkannya SKRD atau dokumen lain vang
dipersamakan dan & TRD-

(3) Tata cara pembayaran. penyaloran. wempal, pembayaran retribusi
diatur dengan Peratoran Walikota
EARB V]
TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12
(D) Pengeluaran surat tequ, g petingatan! sural Jain yang sejenis

sebagal awai tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan
segsra setelal 7 ( Tojuh j hari sejak jatuh tempo

(2) Dalam jancka waktv 7 ( Tojuh )y har setelah tanggal surat tequran/
peringatan/ surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus

]
melunas
etribusinva viesg tesk utan a.

—~
w

Surat tery iran sehac aimana dimaksad pada avat {1 dikeluarkan oleh
) ( f ) oy
Walikota atau pejabat vang ditunjuk.

BAB Vi
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSE VANG KADALUARS A DAN
PEMANFAATAN

PFasal 13

(1 Hak antuk melakulan penagiion rctiibus kadaltarsa setelah meiaiu
jangka waktu 5 ( Tiga ) tahun lerhitung sejak saat terhutang retribusi,
kecuali apabila wajib relribusi melakukan tindak pidana dibidang
retribusi:

(2) Kadaluarsa penagihon rotribuei sebagaimana  dimaksud ayat (1)
pasai ini, tertangguh apabila - '
a. Diterbitkan surat teguran
b. Ada pengakuan utang retribusi gari walh retribusi baik langsung
maupun tidak fangsung:



(3} Dalam hal menerbitkan Surat Teguran dan Sural Faksa s sesagainiana
dimaksud pada ayat (2) huruf a kad qludr« 2 pm agihan plutang Sejak
tangga! penyampaian Surat Paksa lerseh

(4y Pengakuan utang retribuel sconrs 6 J?/ iangsung  sehagaimana
dimaksud pada ayat (2) ool b alah wajib retribusi dengan
Kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang dan Belum
melunasinya kepada Pemearintal Daerah:

(5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dikatahui dari pengajuan
pertnohonan  angsuran  atau penundaan pembayararn  dan
permchonan keberatan oleh Wajil: Retliibus;

Pacal 14

(1) Pivtang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak intuk
melakukan penagihan sudah kadauarsa dapat dihapuskan:

(2) Walikote menetapkan keputusarn penghapusan Retribusi kota yang
sudah kadafuarsa sebagnimana imakaud paca ayat (1)

(3) Tata cara penghapusan pritang Botnbges vang sudah kadaluarsa
diatur dengan Peraturan Walikota

| g I 17
Fasal 15

(1) Femanfaatan  dari pencnmaan masma-masing  jenis - retribusi
diutamakan untuk menandai kedgiatan YAang h' rkaitan  langsung
dengan penyelenggaraan pelayanarn yarg borsan 1akta

(Z) Kelentuan mengenar  alokas) pemanfasian pencimaan retribusg

sebagairnana cimaksud pada aval (1) dit etapkan dengan peraturan
daerah;

BAE Vil
KERERATARM

Pasal 16

Vo Walib retribusi daps U n o saukan keberatan hacva kenada Wigliket
ctau pejabat yang dvunpuk atae S
dipersamakan

DY atou dobiomnan nin me e

[

s [

(2) Keberatan diajukan secara teitahs dalam bahosa ndonesia den ngan
disertai alasan yang i 'as,

(3) Keberafar harus diar kan dalam pigkn wekiu poling lama 2 tiga
bulan sejalc tanggal SKRD atau dokumen hin yang dipersamakan,
diterbitkan kecual ar abila wajib retnibusi ledentu dapat menunjukkan
bahwa jangka wakiu itu fidalk r!,z;mf dpenehi karena keadaan dilear
Ke!\uasaan.wa_




(4) Keadaan di luar kekus saannys sebagamana dimoeksud pada ayat (2)
adalah suatu kcadaan yang tenach ofi tuar kehaendak atau Kekoasaan
Wajih Retribusi:

- (5) Pengajuar keberatan ‘'idak n";e::umi;»w. kewaphan membayar retribus
i dan pelaksanaan pens jihan rothibiis

Pasal 17
(1) Walikota dalam jangka wakiy palig lona O \'m......, Duian Sejas
tanggal Surat Keberatan diterima harus member Keputusan atas
keberatan yang diajukan dengan moenebitkan Surat Keputusan
Keberatan.

(2, Ketentuan sebagaimana  dimaksiid pada ayat (1) adalah untuk
memberikar kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, banwa keberatan
vang diajukar, harus diberi keputusan oleh Walilota;

(3) Keputusan  Walikota atas  keberatan dapat  berupa menerima
seluruhnya atau sebacian, menol Aiau menambah besarnya
Retribusi yang terbhotang:

{4) Apabia jiangka walkdn sehaganians diakasd pada ayat (1) telah
; lewai can Walikola tidak memben sorat Kepulusan. keheratan yang
diajukan terseb it disnaanp dikalbnioon

Pasal 1R
- (1) cika penygejuan keberatan dikabii'kan senagan atau seltirshnya,
kelebihan pembaynr'm Retilnen dikembalilan dengan ditambah
. imbalan bunga 2 % ( dua perser s sebulan untus paling lama 12 (dua
belas) bulan:
j (2) imbalan bunga sebagaiaira dimaksyd pada ayal (1) di ihitung Sejak
i bulan pelurasan sanipai denqan diferbitkannya SKRDILE.
!
BAB IX
PENGEMBALIAN KELERIHAN PENMRAYAR AN
Pasal 16
(1) Alas  kelebihan  pembayaran  retribiei walilh - retribust dapat
mengajukan permohonan pangeiibaiion kepada M akkont s
(2) Walikota daiam jangi waiclie cnan b bedan aajak
diterimanya permohon:n SSTRISERIRRY Tnemnayaran




retribust sebaganmmana d e o ayal T Barus memberikan
keputusan:

(3) Apabila jhngka wakte sebngaioana dimaksud pada ayal (2) telah
dilempaui  dan walikcta  tidax memberikan suatu keputusan
permohonan pengembahan xelebhihan retribusi dianggap dikabulkan

4

dan SKRDBB harus diorntian dolam janaka wabiu paling lama 1
( satu} bulan;

(4) Apabria wajb retribust mempunyval uthng retnbus lamnnya, kelebihan
pembavaran retribusi sebagaimana dimaksuc pada avat (1) langsurg
diperhitungkan untuk melunasi ferlebih dahulo utang retibusi

tersebut;
(H5) Pengembalion kelebyhan  pombayaian setnibose sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (
dua ) bulan sejak diterbitkan SKRDBE:

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembavaran retribusi dilakukan
setelah lewat jangka wakiu 2 ( dua ) bulan, Walikota memberikan
hl

imbaian bunga sebasar 2 % { dua persen ) sebulan atas
keterambatan pembayaran keiebihan retribuis:

(7)y Tata  cara pengembalian  kelebinan  pembayaran Retribusi
sebagaimana dimakoud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Waliknota.

Pasal 20

(1) Permohonan pengenbalan kelebihan pembayaran retribusi diajukan
secara tertulis  kepada  Walikota  dengan  sekurang-kurangnya
menyebutkan -

Nama uan clamat wajih retribuiis

b. Masa rewuibuis:

Besarnya kelehiha v pembayaran:

Alasan yang singkut dan jelas

D

a o

(2) Permohonan  pengembalian  kelebihan  pembayaran  retribusi
disampatkan secara (angsung atau mefalui pos tercatat:

Bukti pererimaan oleh Walkota atau bukii pengiriman pos tercatat
marupakan bukti saat perrohcnan diterima oleh Waliketa;

(1) Pengembalian keiebihar retribust dilakukan dengan menerbitkan
surat perintah membayar kelebihan retribusi:

(2) Apabila keibihan pembayaran retnbusi diperhitungkan dengan utang
retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat (4),
nembayaran dilanoke Jengan aara mamindab holaikean dan Sol
pemindah bukuan juga berlaku sebagar DLREG pemuayaran,




BPAR X
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBERASAN RETRIBUS

Fasal 22
(1) 2aiko!~ —daro saebarkan pengurdanga relinganan  dan

pembebasan retribust

(2) Penguranpan, kennganan dan pambebasen retribusi sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan diberikan kepada wajib retribusi, antara
lain lembaga sosial, kegiatan sosial dan bencana alam:

(3) Tata cara pengurangan, kermaganan dan pombebasan retribusi
ditetapkan cleh Kepala Daerah

BAB X|
SANKST ADMINISTRASI

Pasal 23

Dalam hat wajib 1etribusi tertentn Gdak membayarkan tepat waktunya
atan kurang bayar, dikenakan sankst admmistrasi berupa bunga sebosar
2 (dui parsen) setiap buiaa dan retabusi yvang terhutang yang tids
itau kKurang dibayar dan ditaaih dengan menggunakan STRD didahului
dengan Surat Teguran.

BAB Xil
KETENTUAN PIDANA

Pasal 24

(1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga
merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3
(tige) bulan atau pidana denda paiing banyak 3 (tiga) kali juriah
refribusi terhutang vang tidalk kurano dibayar,

12) Tindek pidana yang dimaksud pada ayat (1] v pelaggaran.

SAB i

PENYIDIKAN
Fasai 25

(1) Pejabat pegawai negeri sipil terlentu dilingkungan pemerintah daerah
diberi  wewenanqg kl.usus Mbanai penyidik  untuk  melakukan
pznvicikan tindek proana dibidang reinibusi daerah sebagaimana

o

dimaksud Urwda;ng;-tlrxdalwg; Nomor 3 tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana




(2) Wewenang periyidik sebagaimana dirmaksud pada ayat (1) adalah:
a. Menerima, mencari. mengumpuikan dan meneliti keterangan aiau
laporan berkenaan dengan tindal pidana dengan bidang retribusi

agar keterangen alau lampiran tersebut meniadi jelas:

b Meneliti, mencar! dan menqumpulkan keterangarn mengenai orang
pribadi atau Radan IHukum tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehibungan dengan indai pidana retribusi daerah
tersebut,

Meminta keterangan dan bahan pukti cari orang pribadi atau

O

padan Aukum sehubungan dengan tindak pidana bidang retribusi
daerah,

d. Mamberikan Luku-buku, surat keterangan, cat: tan-catatan dan
dokumen-rol imen lain herkenaar, dengan tindak pidana dibidang
retribusl dnaer i

e. Melakt kan senggeledahan untuk  mendapatkan bahan bukti
pembiikuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta
melakukan p nyitaan forhadap barand bulkiil tersebut

i Meminta bantuan fenaga ahli dalam rangka pelaksanaan fugas
nenvicikan tindak pidana dibidang retribus daerah:
g. Menyuruh be henti dan atau melarang seseorang meninggalkan

ruangan alav tempnt pada saat permneriksaan sedang berlangsung
dan merneriksa renhitas orang dan atau dokumen yang dibawa
GEDANANNANA dimaksnd pada hurf el

ho Acmotret seseorant yang  berkaian dengan  tindak pidana
Fetribust Darrah,

i Memangyil orang dntuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka Aalau sakst,

i Menghenikan penyidikan.

k  Melakukan tindakan iain yéng cerlu untuk kelhncaran penyidikan
tindak pidana dibidang Reuibus!
dapat dinertanggund jawabkan.

Naerah menurut hukum yang

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayal (; membheritahukas
dimulainya penyidikan A4ar  menyampaikan hasil  penyidikanny:
vepada Penunit Umurn, sasuai dengan ketentuan yang diatur calar
undang-undang Nomor g Tahun 19871 tentang Hukum Acara Pidana.

AR XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 26

Pada caat Peraturan Daerah inl berlaku, retribusi yang masih terhutai
berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 25 Tanun 2004 tentang Retribt
pemakaian kekayaan dasrah sepanjang taak Uldlul uaiaill Feratr
Daerah yang bersangkutan masih dapat ditagih dalam jangka wakl
{lima) tahun terhituna sejak saat terhutang. '




!
- (
| BAB XV
. KETENTUAN PENUTUP
Fasal 27
Pada saat Peraturan ini herlaku:
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam tentang Retribusi Kekayaan Daerah
yang diberlakukan sebagai dasar hukum pemungutan Retribusi Daerah
dikota Pagar Alamm dan Peraturan Daerah lainnya yang bertentangan
dengan Peraturan ini dinyatakan tidak beriaku sejak berlakunya
Peraturan Daerah ini berdasarkan undang-undang Nomor 28 Tahun
2009 tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah.
Pasal 28
Peraturan Daerah it mular berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapal mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah
Kota Pagar Alam
Dtetopkar dy Pagar Alam
. Pada Tanggal 0 Deember 2010
VUALIEO TS BPAGAT ALAM,
I'\ .‘.:23..,::)
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